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SAMBUTAN 
 

 

Assalamualaikum wr. wb. 

 

Salam sejahtera bagi kita semua, Syukur Alhamdulillah, kami 

menyambut gembira terbitnya Buku Persembahan Purna tugas Bapak 

Dr. Ir. Ragil Haryanto MSP, Bapak Ir. Fitri Yusman, MSP dan Bapak Ir. 

Djoko Suwandono, MSP dengan judul TANTANGAN PENGEMBANGAN 

LAHAN, KAWASAN, DAN PROPERTI DI INDONESIA. 

Sebagai asosiasi pengembang, REI termasuk sebagai mitra 

pemerintah dalam pembangunan perumahan di Indonesia dan sering 

dijadikan sebagai barometer dan takaran dalam mengukur suhu 

perekonomian dan moneter di Indonesia, oleh karena itu REI 

mempunyai peran dalam mengoptimalkan pelaksanaan 

pembangunan di bidang perumahan dan properti dalam 

pembangunan Kota di Seluruh Indonesia. 

Sebagai pengembang, tugas pokok kami adalah menjembatani 

antara kebutuhan papan/rumah masyarakat (demand) dan 

pemenuhannya (supply), dimana diantara keduanya terdapat jurang 

yang lebar (gap) dan semakin bertambah lebar dari waktu ke waktu. 

Tak dapat dipungkiri bahwa masalah keterbatasan lahan menjadi 

factor utama dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia untuk 

mendapatkan rumah yang layak dengan lingkungan yang 

berkelanjutan. Dengan terbitnya buku ini, kami berharap akan 

mendapatkan pencerahan dalam pengembangan lahan, kawasan dan 

property di Indonesia. 

Harapan kami, semoga buku ini bermanfaat bagi seluruh 

kalangan, baik pelaku pembangunan, pemangku kepentingan dan 

menjadi pemacu pembangunan berkelanjutan dunia perumahan dan 

properti Indonesia di masa yang akan datang. 

 

Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. 

 

Suhartono, SE 

Ketua DPD REI Jateng 
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SAMBUTAN 
 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh 

 

Pertama-tama saya ucapkan selamat atas terbitnya buku 

Tantangan Pengembangan Lahan, Kawasan, dan Properti di Indonesia 

sebagai buku persembahan purna tugas dari kolega dosen 

Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro; Dr. Ir. Ragil 

Haryanto, MSP., Ir. Djoko Suwandono, MSP., dan Ir. Fitri Yusman, MSP.  

Perkembangan kota di Indonesia yang disebabkan oleh 

tingginya pertumbuhan penduduk, beragamnya aktifitas manusia, dan 

dinamika ekonomi telah menyebabkan banyak kota besar tumbuh dan 

berkembang begitu pesat. Di lain pihak, ketersediaan lahan perkotaan 

yang terbatas menuntut adanya usaha-usaha yang inovatif dalam 

penataan ruang secara umum dan pengembangan lahan secara 

khusus. Oleh karena itu, pengembangan kawasan, lahan, dan properti 

menjadi kunci utama dalam mendongkrak perekonomian kota 

terutama pendapatan daerah sekaligus menjadi faktor penentu dalam 

dinamika pertumbuhan dan perkembangan kota.  

Buku Tantangan Pengembangan Lahan, Kawasan, dan 

Properti di Indonesia ini membahas hal-hal yang disebutkan di atas 

dari artikel ilmiah yang berupa aplikasi teori, ulasan artikel (article 

review), pengalaman kegiatan pengabdian masyarakat, ataupun 

pembelajaran dari studi kasus terkait manajemen lahan dan properti. 

Dengan adanya buku ini, diharapkan dapat memberikan pencerahan 

dan pengayaan ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota, khususnya pada 

bidang manajemen lahan, properti, dan Kawasan di Indonesia ke 

depan. 

 

Wassalaamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. 

 

 

Prof. Dr. Iwan Rudiarto, S.T., M.Sc. 

Ketua Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) 
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CATATAN EDITOR 
 

 

Perubahan pemanfaatan lahan menjadi kunci sukses 

implementasi dari perencanana tata ruang (Hersperger et al, 2018), 

karena arah pengembangan kegiatan strategis kota dan wilayah dapat 

direncanakan dengan tujuan pengelolaan yang lebih efektif. Alokasi 

pemanfaatan lahan yang baik ditentukan oleh pengelolaan (governance) 

yang dapat mengakomodir kebutuhan aktivitas terkait aspek kegiatan 

alam, budidaya, sosial dan ekonomi masyarakat. Tujuan pengelolaan 

pemanfaatan lahan lebih kepada bagaimana memadukan kebutuhan saat 

ini dengan perkiraan pemenuhan yang akan datang sehingga faktor 

keberlanjutan tetap dapat dipertahankan. Pemanfaatan lahan pada lokasi 

dan peruntukan tertentu dikenal dengan pengelolaan kawasan yang juga 

memerlukan strategi yang komprehensif untuk dapat memanfaatkan 

sumber daya pada kawasan tersebut secara efektif. Kawasan perkotaan 

diantaranya adalah kawasan permukiman, wisata, heritage, dan industri.  

Selain lahan, salah satu faktor penting terkait perencanaan 

wilayah dan kota adalah bagaimana pengelolaan aset / properti menjadi 

salah satu instrumen untuk tujuan peningkatan kualitas hidup 

masyarakat. Pada masa disrupsi seperti Pandemi Covid 19, data telah 

menunjukkan banyaknya aset pemerintah daerah yang dapat difungsikan 

kembali dalam perawatan pasien terdampak Covid-19. Manajemen Aset 

juga terkait bagaimana strategi pemerintah untuk menjamin 

keberlangsungan ekonomi kawasan, kota dan wilayah menjadi tolok ukur 

tercapainya kesejahteraan penduduk (Kauko, 2019). Lebih jauh lagi, 

manajemen property terkait pada penciptaan kesempatan kerja dan 

kegiatan ekonomi skala besar yang dapat meningkatkan pendapatan asli 

daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Keterpaduan 

hubungan antara pengembangan lahan dan properti mampu memberikan 

insentif bagi pemerataan pembangunan bagi masyarakat. 

Sebagai upaya untuk memperkaya pengetahuan tentang 

pengembangan lahan, kawasan, dan properti di Indonesia, buku ini 

disusun berdasarkan hasil penelitian pada tiga pokok bahasan (bagian) 

yang berbeda. 
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Bagian pertama buku ini membahas tantangan pengembangan 

lahan di Indonesia berdasarkan enam artikel dengan fokus penelitian 

yang berbeda. Artikel pertama membahas penerapan konsep reforma 

agraria untuk perumahan rakyat melalui instrumen penataan ruang di 

Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Konsep ini diharapkan dapat 

memberikan akses lahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang 

termarginalkan dalam pembangunan di perkotaan. Peneliti menemukan 

empat komponen penting terkait pelaksanaan reforma agraria yaitu 

keterjangkauan harga lahan, kesesuaian lahan dengan kebijakan penata 

ruang yang terkait, besaran angka backlog, dan keterjangkauan 

aksesibilitas lahan perumahan.  

Artikel kedua membahas dampak penggunaan lahan pada 

perubahan iklim mikro di perkotaan. Studi ini diperlukan untuk 

mengalokasikan lahan dan mengurangi dampak negatif perubahan 

tutupan lahan terhadap lingkungan. Melalui analisis regresi keruangan, 

penelitian ini menemukan bahwa alokasi ruang terbuka hijau akan 

mampu mereduksi secara signifikan potensi peningkatan temperatur 

udara di sekitarnya. 

Artikel ketiga berfokus pada inovasi dalam pengembangan lahan 

perkotaan terutama terkait dengan metode dalam estimasi biaya 

pematangan lahan dan property. DSM (Digital Surface Model) dan DTM 

(Digital Terrain Model) digunakan sebagai metode dalam melakukan 

estimasi biaya pematangan lahan dan properti.  Data yang dikumpulkan 

melalui metode ini lebih up to date sehingga kesalahan perhitungan dapat 

diminimalkan.  

Selanjutnya, tiga artikel dalam bagian ini berfokus pada 

tantangan penataan lahan permukiman. Artikel pertama membahas 

penataan lahan permukiman di Kawasan Pusaka Kota Gede, Yogyakarta 

yang merupakan salah satu kawasan terdampak gempa bumi tahun 2006. 

Bencana ini telah merusak lingkungan permukiman dan Kawasan 

heritage, sehingga tantangan terbesar dalam pengembangan Kawasan ini 

adalah mengembalikan fungsi Kawasan sebagai permukiman sekaligus 

heritage di Kota Yogyakarta. Artikel kedua membahas pengembangan 

lahan berdasarkan kebutuhan permukiman di Kota Semarang. Tingkat 

urbanisasi yang cukup tinggi di Kota Semarang telah berimbas pada 

kebutuhan permukiman pada Kota Semarang yang memiliki luas lahan 

yang terbatas. Studi ini mengeksplorasi kebutuhan lahan permukiman 

pada tiap kecamatan di Kota Semarang sebagai masukan bagi pengambil 



 

xi 

keputusan dalam memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat. Artikel 

ketiga menghubungkan antara pengembangan lahan dengan konsep 

pengembangan kota secara inklusif dengan melibatkan masyarakat 

dalam proses pengembangan lahan. Partisipasi masyarakat ini dapat 

dilihat dalam tahap awal proses konsolidasi lahan permukiman kumuh 

nelayan di Kota Tegal yaitu dengan melihat preferensi masyarakat terkait 

program ini. 

Bagian kedua buku ini membahas dinamika pengembangan 

kawasan di Indonesia melalui empat artikel dengan empat kawasan yang 

berbeda. Kawasan pertama adalah kawasan permukiman terutama bagi 

masyarakat berpenghasilan rendah dengan menggunakan kasus pada 

Perumahan Bukit Sumbari di Kota Pekanbaru. Penelitian ini memetakan 

performa aspek-aspek peningkatan kualitas lingkungan permumahan 

berdasarkan persepsi dari penghuninya. Kawasan kedua adalah Kawasan 

Ekonomi Khusus (KEK) sebagai salah satu program nasional untuk 

percepatan pembangunan ekonomi di Indonesia. Artikel ini melakukan 

kajian tentang pengaruh pengembangan KEK Pariwisata Mandalika dan 

Tanjung Kelayang terhadap pengembangan lahan di sekitarnya. 

Pembangunan KEK Pariwisata yang diharapkan dapat merubah struktur 

ekonomi dan meningkatkan perekonomian masyarakat telah 

mempengaruhi permintaan lahan sebagai wadah kegiatan ekonomi baru 

tersebut. Kawasan ketiga yang dibahas dalam bagian ini adalah kawasan 

heritage yaitu Kota Lama Semarang yang dikembangkan melalui proses 

revitalisasi. Pengembangan Kawasan ini diharapkan dapat menerapkan 

konsep pembangunan inklusif melalui pemenuhan kebutuhan seluruh 

lapisan masyarakat terutama lansia. Lebih lanjut, penulis melakukan 

eksplorasi persepsi dan preferensi lansia pada tiga aspek yaitu 

aksesibilitas, kenyamanan dan keselamatan di ruang publik. Kawasan 

keempat dalam bagian ini adalah kampung kota yang keberadaannya 

banyak dijumpai di kota-kota besar di Indonesia. Penulis 

menitikberatkan bahasan pada Program Kampung Tangguh di Kota 

Semarang yang diharapkan dapat menyiapkan masyarakat yang mandiri 

dan mampu menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi sebagai 

dampak perubahan iklim yang terjadi.  

Bagian ketiga buku ini mengkaji tantangan pengembangan 

properti di Indonesia melalui tiga topik bahasan yang berbeda. Topik 

pertama adalah terkait dengan pembangunan perumahan berbasis 

syariah. Dalam konsep ini rumah sebagai properti individu dan salah satu 
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bentuk investasi jangka panjang dapat diperoleh dengan cara 

menghindari praktik riba dalam proses pembiayaanya. Tantangan 

terbesar dalam hal ini adalah pengembang sebagai aktor utama dalam 

penyediaan rumah akan memiliki persepsi dan preferensi sendiri yang 

akan menjamin keberlanjutan usaha mereka. Dalam penelitian ini, 

penulis mengeksplorasi persepsi pengembang terhadap pemilihan lokasi 

perumahan berbasis syariah. Topik kedua dalam bagian ini berfokus pada 

peningkatan nilai bangunan yang dapat dilakukan melalui penataan 

townscape pada kawasan di perkotaan. Dengan menggunakan kasus pada 

Kawasan Kota Lama Semarang, penulis mengeksplorasi seri visual yang 

dibentuk dari penataan townscape pada Kawasan ini. Seri visual ini 

diharapkan dapat menarik wisatawan untuk datang dan menikmati 

townscape ini sebagai atraksi wisata.  

Topik ketiga dalam bagian ini berfokus pada aspek legalitas yang 

akan mempengaruhi nilai sebuah properti. Legalitas properti akan 

menjamin keamanan tenurial dan mengurangi resiko finansial terutama 

saat terjadi bencana. Hal ini menjadi tantangan bagi kawasan 

permukiman informal pada daerah rawan bencana, terutama pada saat 

tahap penentuan kerugian fiskal yang dihadapi masyarakat setelah 

adanya bencana. Selain itu pemerintah akan mengalami kesulitan saat 

awal masa pemulihan dan rekonstruksi untuk merestorasi dokumen-

dokomen properti dan ketika mengalokasikan tanah untuk masyarakat 

yang tanah-tanahnya belum terdaftar (ilegal).  
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PENGEMBANGAN LAHAN BERDASARKAN 
KEBUTUHAN PERMUKIMAN DI KOTA SEMARANG 

 
Pratamaningtyas Anggraini1 dan Nur H. Hidayati2 

 

1. Program Studi Sarjana Terapan Perencanaan Tata Ruang dan 
Pertanahan, Departemen Sipil dan Perencanaan, Sekolah Vokasi, Universitas 

Diponegoro  
2. Kantor ATR/BPN Kabupaten Purwakarta 

 
E-mail: pratama.tyas@pwk.undip.ac.id 

 
Abstrak 

 
Kawasan permukiman sebagai sebuah perwujudan ruang yang berperan 
sebagai housing and human settlement memberikan manfaat bagi masyarakat 
yang bermukim. Adanya peningkatan dan perubahan jumlah penduduk setiap 
tahunnya memberikan dampak pada meningkatnya kebutuhan lahan 
permukiman. Disisi lain, kebutuhan lahan permukiman yang terus meningkat 
dapat menjadi pemicu adanya kegiatan penguasaan lahan. Kota Semarang 
merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia, yang mengalami 
peningkatan jumlah penduduk dan memiliki sebaran permukiman ke kawasan 
pinggiran kota. Pada tahun 2020, jumlah penduduk di Kota Semarang 
mencapai angka 1.653.524 penduduk, dengan laju pertumbuhan penduduk 
sebanyak 0,59%, dan tingkat kepadatan penduduk sebesar 4.425 jiwa 
penduduk per-km². Jumlah penduduk di Kota Semarang ini berdampak pada 
meningkatnya pembangunan ruang Kota Semarang dalam mewadahi aktivitas 
penduduk Kota Semarang. Penelitian ini memiliki tujuan dalam penentuan 
kebutuhan permukiman di Kota Semarang. Metode yang digunakan yaitu 
deskriptif kuantitatif dan deskriptif spasial untuk melakukan analisis proyeksi 
penduduk dan analisis kebutuhan lahan permukiman untuk menghasilkan 
pengembangan lahan di Kota Semarang. Hasil proyeksi penduduk, diperoleh 
bahwa di Kecamatan Tembalang memiliki jumlah penduduk tertinggi sebesar 
428732 jiwa dan Kecamatan Semarang Tengah memiliki jumlah penduduk 
terendah sebesar 22602 jiwa di tahun 2039. Pengembangan lahan 
permukiman diarahkan pada lahan yang memiliki kebutuhan yang tertinggi 
yaitu berada di tertinggi berada di kecamatan Tembalang, Pedurungan, 
Ngaliyan, dan Mijen. 

 
Kata kunci: pengembangan lahan, proyeksi penduduk, kebutuhan lahan, 
permukiman  
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1. Pendahuluan  

Wilayah perkotaan di Indonesia mengalami pertumbuhan 

penduduk yang cepat dalam dasawarsa 1980-an. Pertumbuhan 

penduduk yang pesat tersebut didorong adanya pertumbuhan 

investasi kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan. Untuk itu, 

pembangunan kota perlu diarahkan pada pemenuhan kebutuhan 

dasar penduduk perkotaan (basic need approach) dan juga 

pengembangan ekonomi perkotaan (development approach). Melalui 

peningkatan pembangunan, maka kebijaksanaan pembangunan 

wilayah perkotaan diharapkan dapat mendorong masyarakat dan 

dunia usaha untuk perperan secara aktif dalam pengembangan 

wilayah kota-kota baru maupun pemanfaatan lahan-lahan kota yang 

telah berkembang lebih efisien, pembangunan sarana prasarana dasar 

perkotaan seperti penyediaan prasarana dan sarana transportasi, 

penyediaan perumahan, penyediaan air bersih, pengelolaan 

persampahan, dan penyediaan lahan. (Mahi, 2016) 

Lahan perkotaan merupakan sumber daya alam terpenting 

dalam pengembangan wilayah kota. Lahan perkotaan yang akan 

dikembangkan memerlukan persyaratan agar dapat dipilih dan cocok 

bagi pengembangan wilayah dan kota. Beberapa persyaratan sebagai 

pertimbangan penetapan lahan pengembangan kota yaitu terkait luas 

lahan yang memadai, kelengkapan sarana dan prasarana, kepadatan 

penduduk dan bangunan, serta aman terhadap ancaman dan bahaya 

(Ali-Toudert et al, 2020),(Luan & Peng, 2021).  Ketersediaan lahan 

permukiman di Kota Semarang untuk 20 tahun ke depan masih 

tersedia. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil penelitian terkait lahan 

potensial di Kota Semarang oleh Haidir & Rudiarto (2019) yang 

menegaskan kebutuhan indikator kelerengan, jenis tanah, curah 

hujan, kawasan konservasi, bencana banjir, bencana longsor dan 

penggunaan lahan eksisting serta kedekatan dengan sarana pelayanan 

perkotaan, kedekatan dengan aksesibilitas dan nilai lahan.  
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Gambar 1. Peta Administrasi Kota Semarang 

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2022 

 
Penelitian terdahulu terkait proyeksi kebutuhan permukiman 

dilakukan oleh (Widayani, 2016) di Kota Magelang dengan 

menggunakan Citra Worldview-2 untuk membantu melakukan 

analisis kepadatan penduduk. Teknik yang digunakan adalah 

pemanfaatan metode aritmatik, geometrik, eksponensial dan least 

square.  TAhap selanjutnya menentukan model dengan standar deviasi 

dan korelasi mendekati 1, kemudian melakukan proyeksi kebutuhan 

permukiman 2012-2022.  

Fokus lokasi penelitian ini pengembangan lahan berdasarkan 

kebutuhan permukiman di Kota Semarang. Instrumen yang terpenting 

dalam pengelolaan lahan yaitu kebijakan lahan perkotaan yang 

disusun sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK). 

Namun, saat ini rencana tata ruang belum diikuti dengan kebijakan 

perkotaan yang lengkap dan komprehensif (Mahi, 2016). Penduduk 

menjadi dasar dalam pembangunan dan penting untuk 

pengembangan lahan. Melalui penelitian ini, proyeksi penduduk 

digunakan untuk memproyeksikan kebutuhan lahan permukiman 

hingga jangka waktu tertentu.  
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2. Metode 

Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif, yaitu 

berupa deskriptif kuantitatif dan deskriptif spasial untuk melakukan 

analisis proyeksi penduduk dan analisis kebutuhan lahan 

permukiman untuk menghasilkan rekomendasi pengembangan lahan 

di Kota Semarang. Secara lebih detail, dasar acuan yang digunakan 

dalam perhitungan antara lain :  

1. Proyeksi penduduk menggunakan metode aritmatika hasil 

penentuan berdasarkan perhitungan standar deviasi, koefisien 

korelasi, dan besaran r (angka pertumbuhan) dengan acuan 

perhitungan yaitu menggunakan jumlah penduduk pada tahun 

2019. Pertimbangan penggunaan data tahun 2019, dikarenakan 

adanya pandemi Covid19 data penduduk tahun 2020 mengalami 

penurunan sehingga nilai laju pertumbuhan penduduk memiliki 

nilai r: 0.233. 

2. Perhitungan disesuaikan dengan ketentuan peraturan dan 

standar KDB (Koefisien Dasar Bangunan) setiap BWK di Kota 

Semarang (40%; 60%; 80%). Berdasarkan ketentuan RTRW Kota 

Semarang Tahun 2011-2031, maka dengan penetapan bahwa 

khusus BWK dengan KDB 40% memiliki ukuran minimal tipe 1 

seluas 120 m2, tipe 2 seluas 140 m2 dan tipe 3 seluas 150 m2, 

sedangkan untuk BWK dengan KDB 60% dan 80% maka tipe 1 

seluas 60 m2, tipe 2 seluas 80 m2dan tipe 3 seluas 90 m2. Ukuran 

luas rumah tersebut juga sesuai dengan ketentuan berdasarkan 

Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 

403/KPTS/M/2002 sebagai Rumah Sehat (Rs Sehat) dengan luas 

(m2) untuk 4 jiwa, dengan luas lahan (lantai) minimal 60 m2, lahan 

efektif 72-90 m2, lahan ideal 200 m2
. 

3. Penentuan kebutuhan lahan hunian dapat dilakukan perhitungan 

menggunakan skenario kebutuhan lahan dengan proporsi 

perbandingan 1 : 3 : 6 per 10 dikalikan dengan jumlah asumsi KK 

(4 atau 5 jiwa dalam 1 KK). (Budiarto et al., 2018). Selanjutnya, 

untuk luas kebutuhan lahan permukiman diperoleh dari luas 

lahan kebutuhan lahan hunian perumahan ditambah dengan luas 

lahan alokasi sarana prasarana penunjangnya (dalam hektar atau 

Ha).  (SNI 03-1733-2004). 
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3. Hasil dan Pembahasan  

3.1.  Analisis Proyeksi Penduduk 

Analisis proyeksi penduduk bertujuan untuk mengetahui 

perkiraan jumlah penduduk di masa yang akan datang menggunakan 

data kependudukan dilakukan dengan metode perhitungan secara 

matematis (Fahrisal, 2019). Proyeksi penduduk merupakan salah satu 

variabel utama dalam penentuan pengembangan kebutuhan lahan 

permukiman. Menurut (Sutikno, 2017) perhitungan proyeksi terbagi 

menjadi beberapa metode yaitu metode proyeksi aritmatika, 

geometrik, dan eksponensial dengan penetapan laju pertumbuhan (r) 

atau rate of growth diasumsikan sama setiap tahunnya. Berikut 

merupakan rumus perhitungan metode proyeksi aritmatika yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

 

Pt  =  P0 (1 + r . n) 

 

Keterangan:  

Pt =  penduduk tahun n  

Po =  penduduk tahun awal  

1 =  angka konstanta 

r =  angka pertumbuhan penduduk (%) 

n =  jumlah rentang tahun dari awal hingga tahun n 

 

Data yang digunakan dalam perhitungan proyeksi penduduk 

yaitu jumlah penduduk awal (tahun dasar) dan angka laju 

pertumbuhan penduduk dalam persen yang diketahui berdasarkan 

olah perhitungan dari data penduduk wilayah pada tahun sebelum 

perencanaan (Po) (Budiarto dan Dwiputri, 2018). Perhitungan 

proyeksi jumlah penduduk dilakukan dalam jangka waktu tertentu 

sesuai dengan arahan jangka waktu perencanaan yang secara umum 

dilakukan. Perhitungan proyeksi penduduk pada jangka tertentu yaitu 

5, 10, hingga 20 tahun yang akan datang bertujuan untuk mengetahui 

kondisi perkembangan penduduk dalam jangka waktu tertentu (Zefri, 

2019).  
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Penentuan metode proyeksi menggunakan ketentuan 

perhitungan standar deviasi, nilai koefisien korelasi (Widayani, 2016), 

dan nilai persentase pertumbuhan penduduk. Metode proyeksi yang 

digunakan yaitu metode dengan nilai koefiisen korelasi antara jumlah 

penduduk sesungguhnya dengan jumlah penduduk perhitungan yang 

terbesar mendekati +1 (Sutikno, 2017) dan nilai standar deviasi yang 

terkecil (Afriyanda et al., 2018).  

 

Tabel 1. Proyeksi Penduduk Kota Semarang Tahun Acuan 2019 

 
Sumber: BPS diolah berdasarkan analisis tim peneliti, 2022 
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Dalam melakukan analisis proyeksi penduduk pada penelitian 

yang dilakukan sebelumnya oleh Budiarto dan Dwiputri (2018), 

menggunakan metode geometrik untuk jangka waktu 10 tahun ke 

depan. Namun, pada penelitian ini menggunakan metode proyeksi 

aritmatika dengan jangka waktu 20 tahun kedepan dengan 

menggunakan acuan penduduk Kota Semarang dengan tahun 2019, 

berdasarkan hasil standar deviasi paling kecil dan nilai koefisien 

korelasi paling tinggi (mendekati +1), menghasilkan nilai r sebesar 

0.999. Adanya kebutuhan penduduk terhadap keberadaan lahan dapat 

berpengaruh pada kepada kepadatan penduduk karena terkait 

dengan kapasitas ruang yang tersedia pada suatu wilayah untuk 

menampung jumlah penduduk yang ada (Permatasari, C. W. & 

Mardiatno, D., 2016). Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, diketahui 

bahwa Kecamatan Tembalang memiliki jumlah penduduk tertinggi 

sebesar 428.732 jiwa dan Kecamatan Semarang Tengah memiliki 

jumlah penduduk terendah sebesar 22.602 jiwa di tahun 2039.  

 

3.2  Analisis Kebutuhan Lahan Permukiman 

Kebutuhan lahan permukiman dari tahun ke tahun semakin 

bertambah pesat di beberapa kota-kota besar di Indonesia. Hal 

tersebut juga terjadi di Kota Semarang. Peningkatan akan jumlah 

penduduk seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan lahan 

hunian pada suatu kawasan permukiman.  

Penelitian yang dilakukan oleh Taufan, E., Su Ritohardoyo, S. 

(2018) di Kabupaten Bantul, Yogyakarta mengasumsikan bahwa satu 

kepala keluarga (KK) membutuhkan satu unit rumah. Dengan catatan, 

satu unit rumah membutuhkan luas rumah seluas 100m² dan 

menghasilkan luas tertinggi sebagai lahan perumahan di kecamatan 

Banguntapan sebanyak 464,14 Ha pada tahun 2020 dan meningkat 

pada tahun 2030 seluas 811,23 Ha. Apabila dianalogikan untuk lokasi 

penelitian di Kota Semarang, maka dapat diambil perhitungan analisis 

yang sama  

Menurut Wahyudi & Munibah (2019) lahan permukiman 

terdiri dari 2 komponen yaitu lahan kavling hunian (luasan lahan 

sesuai dengan standar ketentuan) dan lahan untuk sarana prasarana 

penunjang permukiman. Ketentuan lahan untuk sarana prasarana 
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penunjang permukiman sebaiknya dengan persyaratan luasan lahan 

mencakup 20 % RTH sesuai UU Nomor 26 Tahun 2007, 5 % prasarana 

jalan dalam SPM PU 534 Tahun 2001, dan keutuhan sarana sebesar 

15 % berdasarkan SNI Nomor 03-1733-2004).  

 

Gambar 2. Kawasan Permukiman di Kota Semarang Tahun 2019 

Sumber: hasil olahan Citra Landsat 8 (2019), 2022 

 

Standar pelayanan minimal (SPM) yang telah dilakukan 

penelitian oleh Daud dan Hendrakusumah (2019) mencakup kondisi 

sarana dan prasarana permukiman seperti jaringan jalan, air limbah, 

drainase, persampahan, penerangan jalan umum, jaringan listrik, 
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jaringan telekomunikasi, air bersih, pemadam kebakaran, sarana 

perdagangan dan niaga, sarana pendidikan, sarana pelayanan 

kesehatan, sarana pelayanan umum, sarana ruang terbuka dan sarana 

sosial budaya. Dari penelitian kondisi sarana dan prasarana 

permukiman sebelumnya tersebut dapat menghasilkan kondisi 

sarana prasarana dengan kriteria yang memenuhi, belum memenuhi 

dan cukup memenuhi. Namun pada penelitian ini, kebutuhan lahan 

permukiman untuk tahun perkiraan diperoleh dari jumlah kepala 

keluarga (KK) dengan menggunakan asumsi bahwa 1 KK terdiri dari 4 

jiwa pada tahun dasar 2019.  

Asumsi jumlah KK untuk setiap kecamatan di Kota Semarang, 

digunakan untuk melakukan perhitungan rasio dengan perhitungan 

bahwa 1:3:6 per 10 dikalikan dengan jumlah asumsi KK pada tahun 

perkiraan yaitu pada tahun 2024 dan 2039. Hasil rasio yang diperoleh 

selanjutnya digunakan untuk menghitung luas kebutuhan lahan 

kaving (Lk), luas kebutuhan lahan sarpras (LPs) dan menghasilkan 

total kebutuhan lahan permukiman (dalam Ha). Maka, rumus 

perhitungan kebutuhan lahan permukiman pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 

KLP  =  LK + LPS 

LK  =  JP / 4 * a 

LPS  =  (100/140) * LK 

 

Keterangan :  

KLP =  Luas kebutuhan lahan permukiman (Ha) 

LK  =  Luas kavling hunian  

LPS =  Luas lahan untuk sarana prasarana permukiman. Lahan 

meliputi RTH 20% (UU Nomor 26 Tahun 2007), prasarana jalan 

5% (SPM PU 534 Tahun 2001) dan sarana 15% (SNI Nomor 03-

1733-2004) 

JP  = Jumlah penduduk (KK jumlah 4 jiwa) 

a  = Luas kavling sesuai standar ketentuan 
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Hasil perhitungan kebutuhan lahan tahun 2024 diketahui 

bahwa  jumlah total perkiraan lahan mencapai 9.606 Ha (Tabel 3). 

Kebutuhan lahan tertinggi berada di Kecamatan Tembalang yang 

diperkirakan memiliki tipe besar yaitu tipe 3 memiliki luas total 

kebutuhan lahan permukiman mencapai 169,91 Ha. Hasil perhitungan 

total kebutuhan lahan permukiman yang termasuk pada klasifikasi 

tinggi pada tahun 2024 terdapat di Kecamatan Banyumanik, 

Tembalang, Pedurungan dan Ngaliyan. 

Hasil perhitungan dengan menggunakan asumsi jumlah KK 

sebanyak 4 jiwa untuk kebutuhan tahun 2039, maka diperoleh total 

kebutuhan lahan permukiman di Kota Semarang mencapai 13.280, 48 

Ha (Tabel 4). Total kebutuhan lahan permukiman tersebut telah 

mencakup luas kebutuhan lahan kavling dengan lahan, dimana pada 

estimasi tahun 2039 dengan acuan data jumlah penduduk di tahun 

2019, kecamatan Tembalang memiliki total kebutuhan lahan 

permukiman terluas sebesar 2113,04 Ha, sedangkan kecamatan 

Semarang Tengah memiliki total kebutuhan lahan permukiman paling 

rendah sebesar 83,55 Ha. Kecamatan di Kota Semarang yang memiliki 

tingkat kebutuhan lahan permukiman tinggi pada tahun 2039 yaitu 

kecamatan Gunungpati, Banyumanik, Tembalang, Pedurungan, dan 

Ngaliyan. 

Berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan lahan pemukiman 

di Kota Semarang, maka dapat dilihat perkembangan lahan 

permukiman di Kota Semarang. Perkembangan akan lahan 

permukiman setiap kecamatan di Kota Semarang sangat beragam. 

Terdapat beberapa kecamatan yang mengalami penurunan dalam 

kebutuhan lahan permukiman yaitu berada di kecamatan Gajah 

Mungkur, Semarang Selatan, Candisari, Semarang Timur, Semarang 

Utara, dan Semarang Tengah. Kecamatan-kecamatan tersebut 

berlokasi di pusat kota, dengan adanya penurunan kebutuhan lahan 

permukiman pada + 15 tahun kedepan mengindikasikan bahwa 

penyediaan lahan permukiman perlu adanya perhatian dan 

pembatasan pengembangan lahan permukiman.  

 

 

  



 

65 

Tabel 2. Kebutuhan Lahan Permukiman Kota Semarang (Ha) Tahun 2024 
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Tabel 3. Kebutuhan Lahan Permukiman Kota Semarang (Ha) Tahun 2039 
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3.3  Arahan Pengembangan Lahan Permukiman Kota 

Semarang  

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, telah diketahui 

bahwa lokasi pengembangan lahan permukiman di Kota Semarang 

meliputi beberapa kecamatan yang mengalami peningkatan 

kebutuhan permukiman seperti kecamatan Mijen, Gunungpati, 

Banyumanik, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Gayamsari, Semarang 

Barat, Tugu, dan Ngaliyan. Lokasi tersebut berada pada kecamatan-

kecamatan di daerah pinggiran kota Semarang. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa pengembangan lahan permukiman masih dapat 

dilakukan di lokasi dengan kebutuhan lahan permukiman yang masih 

tinggi yaitu berada di luar kecamatan yang berada di pusat kota 

Semarang. Tentunya dengan beberapa pertimbangan yang perlu 

menjadi perhatian dalam arahan pengembangan lahan di Kota 

Semarang. Strategi yang dilakukan dalam pengembangan lahan 

permukiman dengan mempertimbangkan fungsi kawasan, kerawanan 

bencana, kemampuan lahan, prioritas pengembangan pada kawasan 

permukiman serta nilai daya dukung permukiman. 

 

 
Gambar 3. Tren Kebutuhan Lahan Kawasan Permukiman di Kota 

Semarang 2024-2039 (Ha) 

Sumber: Analisis tim, 2022 
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Peningkatan jumlah penduduk di Kota Semarang memberikan 

pengaruh terhadap peningkatan jumlah kebutuhan lahan 

permukiman. Hasil proyeksi penduduk menunjukkan bahwa di 

Kecamatan Tembalang memiliki jumlah penduduk tertinggi sebesar 

428.732 jiwa dan kecamatan Semarang Tengah memiliki jumlah 

penduduk terendah sebesar 22602 jiwa di tahun 2039. Total 

kebutuhan lahan permukiman di Kota Semarang pada tahun 2040 

yaitu 6869.19 Ha, dengan total kebutuhan lahan permukiman untuk 

tipe 1 sebesar 3646.81 Ha, tipe 2 sebesar 2350.86, dan tipe 3 sebesar 

871.53 Ha. Hasil dari analisis proyeksi dan kebutuhan lahan 

permukiman di Kota Semarang, bahwa pada tahun 2039 dengan data 

dasar penduduk tahun 2019 yang memiliki kebutuhan lahan 

permukiman tertinggi berada di kecamatan Gunungpati, Banyumanik, 

Tembalang, Pedurungan, dan Ngaliyan.  

 

4. Kesimpulan  

Artikel ini menggambarkan dengan detail metode penentuan 

arahan perkembangan lahan permukiman berdasarkan pertumbuhan 

penduduk. Salah satu faktor yang mendasari kebijakan arahan 

kebijakan permukiman di pusat kota dan pinggiran kota. Dengan 

metode proyeksi 5 tahunan dapat digunakan untuk membuat arahan 

lokasi yang lebih berkesuaian dengan RTRW.  
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